BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG
NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN BENGKAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

. a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan
pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil dan peningkatan mutu

pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan
pan

Menimbang

pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu peneta

jabatan pelaksana yang ada yang diperlukan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

‘ Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkayang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Daerah Tingkat Il Bengkayang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44 Tambahan

3823);

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Fi s

2. Undang-Undang Nom
Peraturan Perundan
Indonesia Tahun 20 :
Negara republik Indones )
diubah dengan Undang
tentang Perubahan A
2011 tentang
Undangan
193, Tamba
6398);
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‘ O st . Dot~ Nomor - § Tahuw 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Dferah
Kabupaten Bengkayang Nomor 11) Sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tcntan:
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 201
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);. .
Negara dan Reformasi

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur
B/ 14 lQ/M.SM.O4.00/2019 tanggal 25 November

Nomor :
uan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan

2019, Hal : Persetuj
Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR JABATAN
PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

BENGKAYANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
a 1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
da _yan ‘ anaan urusan pemerintahan yang menjadi

intah Dengan Perjanjian Kerja yang
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adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat
rdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tugas pemerintahan.

+ Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
Wewenang dan hak scorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi negara.

8. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang
bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan.

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

10.Klasifiksai Jabatan adalah pengelompokan jabatan yang menunjukan

kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja.

BAB Il
TUJUAN

Pasal 2

(1) Jabatan Pelaksana bagi ASN bertujuan untuk mengelompokkan dan
mengklasifikasikan jabatan ASN yang menunjukan kesamaan karakteristik,
mekanisme dan pola kerja.

(2) Kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk nomenklatur jabatan pelaksana.

(3) Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

7 didasarkan pada kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi serta

kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.
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" Bagian Kedua
Pemindahan

Paragrafl 1
CPNS

Pasal 8
CPNS yang diangkat dalam Jubatan Pelaksana tidak dapat dipindahkan sebelum
diangkat menjadi PNS.

Paragraf 2
PNS

Pasal 9
Pemindahan PNS dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah
dilakukan oleh Sekretaris Dacrah yang ditctapkan dengan Keputusan Bupati,

'
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

. Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang
g _pada tanggal 2 Jum 2020

72y
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PERATURAN BUPAT! BENGKAYANG

NOMOR :© 2§ TAMUN 2020

TANGOAL 3‘ ‘unt 2020
TENTANG

NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

NO. NAMA JABATAN PELAKSANA UNIT ORGANISASI
1. SEKRETARIAT DAERAH
Asisten I Pemerintahan dan Hukum
Pemerintahan R

; inistrasi dan Kerjasama Sub Bagian Pemerintahan Umum
2___|Analis Pemerintahan Daerah Sub Bagian Pemerintahan Umum
3 |Pengelola Rencana Pemerintahan Umum Sub Bagian Pemerintahan Umum
4 ola Informasi Kerjasama Sub Bagian Pemerintahan Umum
S __ |Analis Wi Sub Bagian Otonomi Daecrah
6 lola_Penyele: Otonomi Daerah Sub Bagian Otonomi Daerah
7___|Penyusun Bahan Pembinaan Sub Bagian Otonomi Daerah
8 __|Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Sub Bagian Otonomi Daerah
9 |Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sub Bagian Otonomi Daerah

Pengelola Batas Wilayah, Rupa Bumi dan Paten

Sub Bagian Otonomi Daerah

o e
o

1 __|Analis Desa dan Kelurahan Sub Bagian Pemerintahan Desa

12 Pengel‘ola Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan it Bemlt Fobnsiitibaling Dite
Pemerintahan

13  |Pengelola Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa Sub Bagian Pemerintahan Desa

Hukum
Sub Bagian Produk Hukum dan Perundang-
4 ’
1 Analis Hukum uiid
P Sub Bagian Produk Hukum dan Perundang-
15 |Analis Produk Hukum i
: Sub Bagian Produk Hukum dan Perundang-
16  |Analis Permasalahan Hukum i
17 Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Sub Bagian Produk Hukum dan Perundang-
Peraturan Perundang-undangan undangan

18  |Analis Peraturan Administrasi Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum

19 |Pengadministrasi Hukum Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum

20 _ |Pengelola Pelayanan Hukum Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum
Pengelola Data Monitoring dan Sb Basias Bantian Kl dan HAM

21

Evaluasi Berkas Se ta

22

Pengelola Fasilitasi Bantuan Hukum

Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM

23 [Penyuluh Hak Asasi Manusia Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM
Pengelola Pengkajian dan ]
e Penelaahan Hukum Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM

Bagian Administrasi Pertanahan

25

Pengelola Data Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan

Sub Bagian Administrasi Penyelesaian Masalah
Pertanahan

26 |2

Sub Bagian Administrasi Penyelesaian Masalah
Pertanahan

Sub Bagian Administrasi Penyelesaian Masalah
Pertanahan

Sub Bagian Administrasi Penataan dan Pengelolaan
Tanah

Sub Bagian Administrasi Penataan dan Pengelolaan
Tanah

Sub Bagian Administrasi Penataan dan Pengelolaan
Tanah

Sub Bagian Administrasi Penataan dan Pengelolaan
Tanah

Sub Bagian Perekonomian

Sub Bagian Perekonomian

Sub Bagian Perekonomian

Sub Bagian Pembangunan _

Sub Bagian Pembangunan
|Sub Bagian Pembangunan _
Sub Bagian Pembangunan

Sub Bagian Investasi dan Sumber Alam
Sﬂ: Investasi dan Sumber
~ -
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NO.
B NAMA JABATAN PELAKSANA UNTT ORGANISAS T
44 |Pranata Barang dan Jasa mumwmmlm S =
secard
45 [Pengelola Data Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan o e
Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara =3
46 |Pengelola Penyelenggaraan Media Elektronik e <M
Pengadaan secara =
47  |Pengelola Sistem dan Jaringan Suel;:adan Pengelolaan Layanan .
P ini i x laan Pengadaan secara ~=t
48 engadministrasi Layanan Sub Bagian Pengelolaan Layanan i
Secara Elektronik Elektronik e
49 : Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara
Pengelola Unit Layanan Pengadaan E -
ektronik - it
50  |Pengelola Data Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan
Barang/Jasa =i
Bagian Kesejahteraan Rakyat - : =
51 _{Penvusun Program Pengawasan Kesejahteraan Rakyat Sub gggan Kesejahteraan Soual g
52 _ |Analis Kesejahteraan rakyat Sub B Kesejahteraan Sosial 7
53 |Pengelola Data Sub M_n_l(_cﬂ_a_h;_tgm Sosial
54 |Analis Kemasyarakatan Sub B K akatan o
55 _|Pengelola Data Sub Bagian Kemasyarakatan .
56 _ |Analis Kelembagaan Masyarakat Sub Bagian Kemasyarakatan -
Asisten Il Administrasi dan Umum —
Ba, Umum dan Perlengkapan —
57 |Pengadministrasi Persuratan Sub Bagian Administrasi Umum Dan Kepegawaian ;
58  |Pengadministrasi Kepegawaian Sub Bagian Administrasi Umum Dan Kepegawaian :
59  |Pengemudi VIP Sub Bagian Administrasi Umum Dan Kepegawaian o
60  [Pengemudi Sub Bagian Administrasi Umum Dan Kepegawaian 4
61  |Analis Jabatan Sub Bagian Administrasi Umum Dan Kepegawaian
62 |Ajudan Sub Bagian Administrasi Umum Dan Kepegawaian
63  |Pengadministrasi Umum Sub Bagian Administrasi Umum Dan Kepegawaian
64 |Bendahara Sub Bagian Rencana Kerja Keuangan dan Aset
65  |Verifikator Keuangan Sub Baglan Rencana Kc::!a Keuangan dan Aset
66 [Pengelola Barang Milik Negara Sub Bagian Rencana ch.a Keuangan dan Aset
67 |Pengelola Keuangan Sub Bagian Rencana Kerja Keu dan Aset
68 |Analis Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Sub Bagian Rencana Kerja Kenangan dan Aset
69 _ |Pengadministrasi Keuangan Sub Bagian Rencana Kerja Keuangan dan Aset
70 ___|Pengelola Perjalanan Dinas Sub Bagian Rencana Kerja Keuangan dan Aset
71 _ |Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Sub Bagian Rencana Kerja Keuangan dan Aset
72 _ |Pengelola Keuangan Sub Bagian Rencana Kerja Keuangan dan Aset
73  |Pramu Taman Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
74  |Petugas Keamanan Sub jan Rumah Tangga dan Perlengkapan
ugna i angga
75  |Pramu Kebersihan Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
76 ___|Pengelola Data Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
77 __|Pengelola Wisma Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
78 _|Pengelola Medi W Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
79 _ [Tel SR Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
80 7 5 Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
81 7 Sub Bagian Protokoler
82 Sub Bagian Protokoler
& Sub Bagian Protokoler
84 - > Sub Bagian Protokoler
85 5 Sub Bagian Protokoler
2o Sub Bagian Protokoler
L : Sub Bagian Humas
88 5 Sub Bagian Humas
89 Sub BEE-E " H
5 Sub Bagian Humas
Sub Bagian Humas
Sub Bagian Humas
- - Sub Bagian Humas
Sub Bagian Humas
_{Sub Bagian Fasilitasi Pejabat Negara
Sub Bagian Fasilitasi Pejabat
b F n.l 7 P v ! "
Kelembagaan

Kelembagaan _
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\':OOT. NAMA JABATAN PELAKSANA UNIT ORGANISASI
Penyusun B
EM 1‘” ,,‘“K:b"““ g:Tm@M
Bagian Ketatalaksanaan _
03— {ochyusun Bahan Kebijaken Sub Bagian Ketatalaksanaan _
Tor—onclola Data Sub Bagian Ketatalaksanaan
Toe—onalis Kinerja_ Sub Bagian Analisis Kebijakan Aparatur
e Pengelola Data Sub Bagian Analisis Kebijakan Aparatur
T :‘“M Sub Bagian Analisis Kebijakan Aparatur
alis Sumber Daya Manusia Aparatur Sub Bagian Analisis Kebijakan Aparatur
I1. SEKRETARIAT DPRD_
Bagian Persi 2 dan Perundang-undan
108 |Analis Hukum Sub Bagian Kajian Perundang-undangan DPRD
109 JAnalis Permasalahan Hukum Sub Bagian Kajian Perundang-und: DPRD
110 [Pengelola Pengkajian dan Penelaahan Hukum Sub ian Perun -undangan DPRD
111 _|Pengadministrasi Hukum Sub Bagian Kajian Perun -undangan DPRD
112 |Notulis Rapat Sub Bagian Persi dan Risilah DPRD
113 i:n’;,“:&" Adsiinistcas Pognyai Sub Bagian Persidangan dan Risilah DPRD
114 _[Pengelola Persidangan Sub Bagian Persidangan dan Risilah DPRD
i [ R T Sub Bagian Persidangan dan Risilah DPRD
116 _|Pranata Fotografi Sub Bagian Humas , Protokol dan Publikasi W
117 _|Petugas Protokol Sub Bagian Humas , Protokol dan Publikasi iy
118 |Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi Sub Bagian Humas , Protokol dan Publikasi o
119 |Pengelola Layanan Kehumasan Sub B Humas , Protokol dan Publikasi
120 Eifiﬁnﬁi: Hioicsto Ghig At Sub Bagian Humas , Protokol dan Publikasi
Bagian Umum dan Keuangan of
121 |Analis Jabatan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian DPRD |
122 [Pengadministrasi Umum Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian DPRD 1
123 _|Pengadministrasi Kepegawaian Sub Bagian Tata Usaha dan chzwamn DPRD !
124 |Pengelola Perjalanan Dinas Sub Bagian Tata Usaha dan K waian DPRD
125 |Ajudan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian DPRD
126 _|Pengemudi Sub Bagian Rumah Tangga DPRD |
127 _|Pengelola Data Sub Bagian Rumah Tangga DPRD |
128 |Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Sub Bagian Rumah Tangga DPRD \
Perlengkapan
129 |Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas Sub Bagian Rumah Tangga DPRD |
130 |Pramu Kebersihan Sub Bagian Rumah Tangga DPRD |
131 [Petugas Keamanan Sub Bagian Rumah Tangga DPRD |
132 |Bendahara Sub Bagian Program dan Keuangan
133 [Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris Sub Bagian Program dan Keuangan
134 _|Verifikator Keuangan Sub Bagian Program dan Keuangan
135 |Pengelola Keuangan Sub Bagian Program dan Keuangan
136 _|Pengelola Barang Milik Negara Sub Bagian Program dan Keuangan
137 [Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Sub Bagian Program dan Keuangan
138 |Pengelola Data Sub Bagian Program dan Keuangan
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD
139 |Analis Penganggaran Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran
140 |Pengolah Data Penganggaran Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran
141 |Analis Pengawasan Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan
142 |Pengelola Pengawasan Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan
143 |Pengelola Data Sub Kerjasama dan Asipirasi
III. INSPEKTORAT
Sekretariat
144 |Pengadministrasi Umum Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
145 |Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

Sub B: Rencana Kerja dan

Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan

SubBaggchncanachadanKma_ngn

SubswL__

&b&w@
Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
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